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TENTANG

KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk tertib penggunaan spektrum frekuensi
radio perlu dilakukan penyempurnaan beberapa
ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi
radio;

bahwa ketentuan perizinan spektrum frekuensi radio
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041) sehingga
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata
Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin Pita

Frekuensi Radio perlu disesuaikan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang
Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi

Radio;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4995);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5749);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
24 /PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/10/2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan
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16.

17.

18.

Amatir Radio sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/
M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir
Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 179);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan
Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan
Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio
Elektronika dan Operator Radio (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 132);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25
Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi
Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1159);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33
Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Pita
Frekuensi Radio Microwave Link Titik ke Titik (Point-to-
Point) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015
tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio
Microwave Link Titik ke Titik (Point-to-Point) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1047);
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Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha  Terintegrasi secara Elektronik Bidang
Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman
dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi
melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem
elektromagnetik lainnya.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran
melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi
di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan
spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau
media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima
siaran.

Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang

menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
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